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KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA  

NOMOR 395 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi 

pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di 

lingkungan masing-masing; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator 

Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara pada tahun 2024, perlu adanya 

penyesuaian dan perubahan pada Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 

Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2020-2024; 

  c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara tentang Perubahan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator  

 

SALINAN 
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   Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2020-2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 196); 

  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
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   Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-

Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi 

Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 

2020-2024. 

KESATU : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 395 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 

2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA 

TAHUN 2020-2024 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA 

TAHUN 2020-2024 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR 
PENCAPAIAN 

KINERJA 
1 Terwujudnya 

Sumber Daya 

Manusia dan Lembaga KPU 

yang berkualitas 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

78 Pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi KPU 

Kabupaten 

Gorontalo Utara 

mampu mencapai 

target nilai indeks  

sebagaimana yang 

telah dicanangkan 

dalam Rencana 

Strategis KPU 

Kabupaten 

Gorontalo Utara 

Tahun 2020-2024 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja 

B Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah KPU 

Kabupaten 

../../../../../../../../../Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/tmp/documents/Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/tmp/documents/459E76F3-18BB-4190-B0DC-17B38EA0B14E/jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut


 
- ii - 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR 
PENCAPAIAN 

KINERJA 
Gorontalo Utara 

mampu mencapai 

nilai minimal B 

sesuai target yang 

dicanangkan dalam 

Rencana Strategis 

Kabupaten 

Gorontalo Utara 

Tahun 2020-2024 

Nilai Keterbukaan 

Informasi Publik 

75 Keterbukaan 

Informasi Publik 

KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

mampu mencapai 

nilai minimal 75 

sesuai target yang 

dicanangkan dalam 

Rencana Strategis 

KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

Tahun 2020-2024 

2 Terwujudnya 

koordinasi 

penyelenggaraan 

kepemiluan yang 

sesuai dengan 

Standar Pelayanan 

Publik, disertai 

pengelolaan data 

dan informasi serta 

dokumentasi 

pelaksanaan 

Pemilu berbasis 

teknologi informasi 

Persentase KPU 

Kabupaten Gorontalo 

Utara dalam 

menyelenggarakan 

Pemilu/Pemilihan sesuai 

dengan jadwal dan 

ketentuan yang berlaku 

85% Kemampuan KPU 

Kabupaten 

Gorontalo Utara 

dalam 

menyelenggarakan 

Pemilu/Pemilihan 

secara efektif dan 

efisien sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku mencapai 

rasio target di 




